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PUTUSAN
Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Sgt
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI,
PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Alek, S.H, dan kawan, Advokat/Penasihat
Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Alek, S.H. dan
Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Villa kenali
Permai, Blok M1 RT 15 No.13 Kelurahan Mayang
Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni 2024
yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
130/SK.K/2024 Tanggal 26 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI,
PROVINSI JAMBI, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya
secara jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia
(Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah
mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sengeti dengan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 26 Juni 2024,
dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2009 yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi
Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sebagaimana bukti
berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 382/18/VIII/2009 yang
dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Rumah bersama di
KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI hingga pisah tempat
tinggal;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'dadukhul) namun belum
memiliki anak atau keturunan;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Tahun 2012 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut :

a. Tergugat tidak bertanggung jawab akan nafkah lahir dan batin kepada
Penggugat;

b. Tergugat pergi meningggalkan Penggugat sekira 12 Tahun lamanya
tanpa sebab dan alasan yang jelas tanpa memberi kabar apapun kepada
Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada Tahun 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan alamat tersebut diatas serta tidak pernah kembali dan
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memberi kabar sampai ssat ini dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang,
memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankanbiayaperkaramenuruthukum;
Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus
kepada Alek, S.H, dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di
Kantor Hukum Alek, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Villa
kenali Permai, Blok M1 RT 15 No.13 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan
Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni
2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 130/SK.K/2024 Tanggal
26 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita
acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan

Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap begitu pula tidak
mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita
acara panggilan melalui mass media (Radio Republik Indonesia Jambi) Nomor
337/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 27 Juni 2024 dan tanggal 29 Juli 2024, yang
dibacakan di depan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak
ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah
Republik Indonesia, maka Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan
Nomor 469.1/486/MD/X/2024 mengenai Tergugat yang tidak diketahui
alamatnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalo Darat Kecamatan
Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalii dalam surat gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti surat
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 382/18/VIII/2009, atas nama
Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi Provinsi Jambi, tanggal 29 Juli 2009. Bukti tersebut telah dimeterai
cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, dan diberi kode P;
- Bukti Saksi
1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI
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JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak harmonis karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat tanpa sebab
dan alasan yang jelas sejak tahun 2012 dan sampai saat ini tidak
diketahui alamat dan keberadaan Tergugat yang jelas. Sejak saat itu
Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik secara
lahir maupun batin, saksi tahu karena Penggugat yang menceritakan
kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun
2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak
berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI
JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
keponakan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak harmonis karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat baik
lahir maupun batin. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak
tahun 2012 tanpa sebab dan alasan yang jelas yang sampai saat ini
tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang jelas, saksi tahu
karena Penggugat yang menceritakan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran
antara Pengugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun
2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa
Nomor 130/SK.K/2024 Tanggal 26 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 6
Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah
Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi
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bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan
memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara
aguo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di
wilayah Republik Indonesia, maka Penggugat telah menyerahkan Surat
Keterangan Nomor 469.1/486/MD/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi,
tertanggal 15 Oktober 2024 mengenai Tergugat yang tidak diketahui alamatnya,
sehingga Tergugat dapat dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan atas
nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap
Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145
ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah
mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta
tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah
dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya
Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal
menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal
7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat
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(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan
upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim
menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang
terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun
Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun
untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan
terjadinya persepakatan cerai (agreement to devorce) yang tidak dibenarkan
oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibakan dan memerintahkan
Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan
alat-alat bukti yang sah (vide Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P adalah salinan dari surat yang
dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta autentik, isi salinan
sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan
Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P
telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH
Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai
suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan eksepsi
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perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka
Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai legal
standing untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio) dan perkara a
quo merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti
untuk mengadilinya (vide Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi
sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah
memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah
mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya
hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-
saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa
mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut
Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi
tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat
sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber
pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling
bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu,
melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat
(testimonium de auditu), maka terlebih dahulu Majelis Hakim
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten)

bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/atau melihat langsung
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percekcokan/pertengkaran pasangan suami istri, pada umunya hal itu akan
membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami istri yang bertengkar itu,
sehingga pada umumnya pasangan suami istri tidak akan mempertontonkan
pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi
pertengkarannya itu/tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain,
dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat
secara langsung pertengkaran suami istri dalam rumah tangganya adalah
sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila
ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada
orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar
terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau
menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib)
baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan,
atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu
(aib) bagi dirinya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi perihal terjadinya
pertengkaran tersebut tetap bernilai bukti namun kekuatannya hanya sebagai
bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai
fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa satu bukti persangkaan menurut hukum acara
perdata, belum sempurna (volledig) sebagai alat bukti, sehingga bukti
persangkaan tersebut masih harus didukung oleh bukti persangkaan lainnya
atau dengan tambahan minimal satu bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang
saksi Penggugat yang melihat dan terlibat langsung dalam usaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak,
maka telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah
diusahakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim
berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau
Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak
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mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam
keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga
telah melahirkan suatu “sangka” yang cukup kuat bahwa benar Penggugat dan
Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu fakta bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga telah
didukung oleh bukti yang sempurna (volledig), yaitu dua bukti persangkaan,
sehingga dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
pertengkaran dalam rumah tangganya harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten)
bahwa pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga adalah sangat
wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami istri yang tidak
pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga
tidak semua pertengkaran suami istri dapat menjadi alasan perceraian,
melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan
perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu
unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal
ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim
harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri
bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012
maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun sampai
dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan
tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga
yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan
diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami istri tidak hanya dapat
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dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat
tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga,
sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan
sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau istri) memisahkan diri dari
pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka
selama itu pula pasangan suami istri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh
karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih
terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang
menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk
dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan
gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,
maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi
unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

caunlialld 8350 Vg ato lagin 3255 o) 0L calisl olo

a5 la ol
Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara
keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”
selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk
dirukunkan kembali”, maka dalil-dalii Penggugat perihal penyebab
pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau
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tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan
mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa <“antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk
dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil
Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk
dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah
sulit untuk dirukunkan kembali”, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan
Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya,
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'’in sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan
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Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. M. Yusuf,
S.H.l.,,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan
Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto
Dr. M.Yusuf, S.H.l.,M.H.

Hakim Anggota |, Hakim Anggota Il,

dto dto
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Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.
Panitera Pengganti,
dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran . Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan & PBT : Rp 30.000,00
5. Redaksi . Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
7. Biaya PBT : Rp 150.000,00

Jumlah Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)
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